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Abstrak
Kegiatan usaha perbankan yane berdasarkan prinsip syariah, keberadaamya m€ndapat perhatian
yang cukup besar dari masyaxakat Indonesia. Hal ini karena mayoritas penduduk Indon€sia muslim
yarg enggan berhubungan dengan perbankan yang menggunakan sistem /iraln: Salah satu jenis
petryaluran dana melalui prinsip bagi hasil yang dilakukan bad( syariah adalah ,{ l-Musyarakah. Al-
MLtyarakah ad^lah petjaijian kerjasama patungan antara nasabah pengelola dana dan banl syariah
yang keuntungannya akan dibagi secara bagi hasil Gll'/la, s€suai besamya porsi modal peny€rtaan
dari masing-masing pihak. Tujuan penulisan ini untuk meqetahui, memallami, dan mengamlisis
aspek hukum dalam pembiayaan Al-Musyarukai. P€ndekatan yang digunakan adalah p€ndekatan
)tridis nonnatif, yailu menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan
dengan masalah. Dapat disimpulkan bahwa syarat dan prosedur pembiayan Al-Musyarakah
b€rdasarkan prinsip syariah umumnya baik, tjdak mengenyampingkan asas Ptudential Principle
Banking. Mengenai hak dan kewajiban paIa pihak dalarn perjanjian pembiayaan Al-Musyara*ah
berada dalam suao tmnsaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain atau sebaliloya.
Keduanya saling berhadapan dan diakui dalam Hukum Islam. Perjanjian pembiayaan pada umumnya
mulai berlaku yaitu pada saat dit ndatanganinya kad perjanjian pembiayaan oleh kedua belah pihak,
maka sejak saat itu pula akan limbul suatu akibat hukum bagi masing-masing pihak yang membuat
perjanj ian. Berakhimya perjanj ian pembiayaan ,{fMr$,ara}dll berakhir apabila jadgka waktu telah
benyhir, Mudhatib (pergelola usaha.hasabah) t€lal melaksanakan semua kewajibannya terhadap
Shahibul Maal (peimilik dana/bank) dengan baik dan benar. Dengal' demikian Shahibul Maal
memb.baskzn Mrdhatib dari segala tuntutan yang diakibatkan oleh pedanjian pembiayaan /l-
Mr6yarakah.
KAt^ Knnci: Al-Musyarakah, perbankan, syaiah
I. PEIIDAHULUAN
Perkembangan syariah di Indonesia telah membuat pemerintah harus mengeluarkan
sejumlah peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perbankan syariah, Kegiatan
Perbankan Syariah diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas
Undang-Undang No. 7 Tahun I992 tentang Perbankan. Berkembangnya perbankan berdasarkan
Prinsip Syariah di tengah-tengah industri perbankan konvensional adalah untuk menawarkan
sistem perbankan altematifbagi rnasyarakat yang mcmbutuhkan layalanj asa perbankan tanpa
harus kuatir atas persoalan "bunga". Perbankan berdasarkan prinsip syariah didirikan dengan
hrjuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsipprinsip Islam dan tradisinya
ke dalam t!-dnsal(si keuangan dan perbarkan serta bisnis yang te*ait. Dengan demikian Perbari<an
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berdasarkan Prinsip Syariah sebenamya hanyalah Ba*-Bank yang mendasari produk-produk
dan pelaksanaannya kcpada Hukum lslam (l l-Quran dan As Sunnah).
Perbankan dengan prinsip syariah didirikan dengan tuj uan untuk mempromosikan dan
mengembangkan penerapan prirsip-prinsip Islam dan hadisinya ke dalam transaksi keuangan
dan perbaikan serta bisnis-bisnis terkait. Dengan demikiarl perbankan berdasarkan prirsip syariah
sebenamya hanyalah bank-bank yang mendasari produk-produknya d n pelaksamarurya kepada
Huhun lslam (AI Qur'a,r dan As Sunnah).
Perban kan berdasarkan pdnsip syariah dalam operasionalnya tetap mengadopsi pola
pengoperasian dan prosedur dari bank konvensional selama hal tersebut idak bertentangan
dengan pdnsip syariah. Jika terdapat polapengopemsian yang bertentangan dengan pdnsip syadab
maka perbankan berdasarkan priruip syariah akan membenhrk prosedur pengoperasian tercendid
guia menyesuaikan ktivitas perbankan mereka. Untuk ittL per bankan berda-sa*an priruip syariah
membentuk Dewan Pengurus Syariah (DPS) yang beriirrgsi untuk memberikan masukan (adllsl
kepadaperbaakan berdasarkan primip syariah guna memastikan bahwa bank tidak terlibat dalam
msur-ulNur yang tidak sesuai prirsip-prinsip lslam.
Salah satu prinsip syariah dalam praktek perba rlkan berdasarkarl prinsip syariah yaitu
rr::;rsip (Musharekah) atau prinsip penyerlaan modal. Barir bekerja sama dengan nasabah
pengusaha unhrk membiayai suatu salla. Bank berfi[rgsi sebagai penyedia dana sekaligus ebagai
mitra usalB nasabah pengu-saha- Apabila u-sala te$ebut memperoleh kemtlulgar! maka kemtungan
tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan antara Bank dengan asabah pengusaha, yang tidak
harus sama dengan bagian modal masin-masing pihak. Sebaliknya, apabila usaha t€$ebut
mengalami kerugiaq maka pembagian kerugian dilakukai sesuai dengan bagian modal masing-
masing. Prinsip rnr.rs,6arala, merupakan konsep dasar ba-lk syariah
Da.lam perbankan berdasarkan prirlsip syariaL Dewa.n SyaiahNasionaljuga mempunyai
andil dalam nengembangkan dan meningkatkan dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
Lembaga Keuangan Syariah dapat menyalurkan dananya kepada pihak lainnya, dengan cara
Musharakah. Agat cata tersobut dilakukan sesuai aj aran Islam, Dewan Syariah Nasional perlu
menetapkan fatwa tentaig Musharakah lntnk dij adikan pedoman oleh Lembaga Keuangan
Syariah (Abdullah Saeed,,2004:112).
Adapun prosedur yang diikuti bank-bank Islam lmnrk menjamin ke-Islarnan perbanka.n
dan keuangan yang perlu ditinj au Dewan Syariah adalah menganalisis masalah tersebut sampai
batas tertentu dan kemudian mengusulkan satu solusi yang dapat diadopsi dalam perbankan dan
keuangan kontemporct dengan menj elaskan umur-unsur pembentuk solusi yang diusulkan serta
memberi contoh yang diusulkan. Dewan Syariah lalu mempertinbangkan danjika menurut
pendapatnya tidak ada keberatan terhadap solusi tu dali sudut pandang syariah, maka Dewan
Syadah pun mendukungnya. Jika ada keberatan tcrhadap solusi itu lerhadap salah satu unsur
pembentuknya, maka Dewan Syariah mengeluarkan pendapatnya lentang hal tersebut, dan
merekomcndasikan modifikasi selanjutnya terhadap unsur yang ditolak (Abdullah Saeed,
2004: 172). Hal tcrsebut merupakan metode ataupu.l1 cara dari l)ewan Syariah untuk memecahkan
suatu masalah yang terjadi dalam bad-bank yang berdiri berdasarkan prinsip syariah.
II. METODE Pf,NELITIAN
Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendckatan yuridis normatil yaitu
dengan cara mempelaj ari, rncngkaj i, dan menginterprestasi bahan-bahan kepuslakaan yang ada
dalarn litelatur-litemtur, Pemturan Pcrundang'I Jndangan. da,:r ketentuan-ketentuai y ng berkaitan
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dengan pcmbiayaan ,4 /-i:la syarcL,nh da\un lemba4a perbankan dengan prinsip syadah sehingga
diperoleh gambaran mengenai mpek hukumnya. Data yang digunEkn dalan penelitian ini adalah
data seL-under dan selanjutnya dilakukan analisa secarakualitatif
III. IIASIL PENELITIAN DAN PEMBAIIASAN
Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
Prinsip syariah diatur dalarn Pasal 1 ayat (13) lru Perbankan. Menurut ketentuan Pasal
tersebut, Prinsip syariah adalah aturan perjanj ian berdasarkan hukum Islarn antara bank dengan
pihak lain untuk penl impanarl dana dan/atau pembiayaaD kegiatan usah4 alau kegiatan lainn) a
yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara laiq pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil
(mudharuhah), pembrayan berdasarkan prinsip penyertaan modal fm syarakah), pt',nsip.iral
beli bararg dengan mcmpercleh keuntungan (mffabahah), atarperkiayaan barang modal
berdasarkan prinsip se*a mumi tanpa pilihar, (ijarah), atau dengan adanya pemindahan
kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijaruh wa iqtina).
Menuut kctentuan LJU PerbankarL baik Baok Umum maupun Bark Perkrcditan Ralf/at
(BPR) boleh menerapkan pr insip syariah dalam menja.lankan usaha di bidang j asa perbankan.
Apabila nasabah mcnyimpan dana atau p€nedma kredit ingin menguoakan primip syariah seperti
yalg felah ditenn*an di atas. maka antara bank dan nasabah yang beNangkutan dibuat perjanj ian
tertulis y;mg mcmuat ahlan perj anj ian yang berdasarkan Hukum Islam.
S ualu Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau
Bank Perkreditan Rakyat Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha Perbar <an seoara
konvensional . Ba-nk Umum ataupun Bank Perkeditan Rakyat Sya.riah tersebut diperkenankan
untuk mengubah kegiatan usahanya menjadi Bank Umum atau Bark Perkreditan Rakyat
Konvensional. Dengan demikian pada prinsipnya BaDk Umurn atau Bank Perkeditatr Rakyat
tidak diperbolehkan merangkap kcgiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah dan yang
berdasarkan Prinsip Konvensional. Bark Umum atau Bank Perkrcditan Rakyat harus memilih
atau menentukan Prinsip usaha yang akan dianutny4 apakah berdasa*an pada prinsip syariah
atauprinsip konvcnsional. Bank Umum atau Bank Perkreditan R kyat Syariah wajib memiliki
Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di Kantor Pusat yang berimgsi untuk mengawasi
kegiatan usaha bank agar sesuai priffip syariah dengan mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional.
Pdnsip-prinsip yang lerdapat di dalam bank yang menenpkan prinsip q,ariah, antaxa la!r:
l. Pt]liLsrp Bdg;Hasrl (Mudharahah)
Bark dan nasabah dapat melalorkan kerjasama dalam mengadakan suatu usalm- Mudharubah
merupakan salah satu upaya untuk membiayai usaha telsebul Dalam hal ini, bank sebagai
pemilik <lana (s hahibul naal.l menyediakm sejumlah dana unnrk usaha yang akan dikelola
oleh nasabah (mudhar ib/. Pada awal akad, keduanya telah menyepakat;, nisbah yang akan
dibagikan dad hasil keunungan yang diperoleh dari vsdmrrya, Jefis Mudharabahyngdapat
digunalar adealah baik Mudharabah Muthlaqah (pembiayaan untukjenis usaha yang tidak
ditentukan) maupun,l:lud harahah Muqayyadah (pembiayaan mtukjenis usahatertentu).
Peikalan Mudhara ba, in i dapat digunakan lmtuk pembiayaan modal kerj a dal1 investasi
khusus.
2. Prinsip I'enyertaan Modal ( Musharukah)
Jenis kerjasama lainnva yarg dapat dilakukan antam Barlk dan nasabah adalah Mayatakah,
yaitu masing-masing pihak (Bank dan nasabah) memberikan kontribusi dana rmtuk suatu
u-saia tcrtcntu dengan keuntLngar dan risiko yang terjadi akan ditanggung besama- Aplikasinya
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dalam Perbankan. ,VusTarukdh dapat digunakan unruk pembiayaan pro!ek dan juga
pembiayaan modal \ entura
Prinsip Jual lcli Nlcmperoleh Keuntungan /Mrr'db.rrdr,
Bank mcngadakan pcrjanji:Lnjual beli suatu barangclcngan nasabah atau pihak lain. Dalam
pcrjanjian tcrscbut disepakati bahua harga barang adalah scbcsar harga pokok ditambah
dengan kcuntungan. Dalam pcrj anjian.juga discpiJeli car a pcmbayamn dilakukan sckaligus.
Prinsip Scwa i\luri 1 anp a Ptlihan (ljaruh)
Bank scbagai pcmilik barang mcngadakan perjanjian seua dengan pihak lain sebagai
pen) eua. I )itlam perj anj ian seua discpakati bnhwa ponveu a memanfaatkan barmg tcrsebut
dengan mcmba_"- ar sewa sesuai dengan kcsepakatan. Sctelah masa se\a berakhiq barang
yang discu a ilu dikembalika.r kepada llark scbagai pcnrilik.
Prinsip Sc\\ a itlumi D enganPilihan ( lt at u h ,lb lqt itut)
Bank scbagai pemilik bamng mengadakan pcrjanjian seua dengan pihak lain sebagai
penycu a. Dalam perjanj ian sera disepakati bahwa penl e$ a memarrfaa&an barang tersebut
dengan mcmbalar se$a sesuaidengan kcscpakaun. Setclah masa sewa bemthir, discpakati
bah* a barung yang dise*a dikcmbalikan kcpada pihak Banl sebagaipemilik atau boleh
iuga bcrpindah kcpcmilikann;ra kcpada pihak pcnycwa (Abdulkadir Muhammad dan Rilda
Mumiati.2004:;15 ).
Pembiayaan dcn gan Bngi H^sil (P toJi l- S h d r i n g).
Pcnyaluran d.ura dalarn bark konlensional. kita kenal dengan istilah kredit atau pinjaman.
Sedangkan dalzun ba,'1k s) ariah untuk pen) aluran darnnl a kita kcnal dengan istilalr pembiayaan.
Jika dalam Bank Konr ensionl kermlungan banl bank k ita pcroleh dari bunga yang dibebankan,
maka dalam bank s1':riah tidak ada istilah bunga. akan tctapi bank syariah menerapkan sistem
bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam bank syariah l ang ditcrapkan dala.rn pembiayaan dap@t dilalc*an
dalam 4 (cmpat) akad utarna yaitu:
1. Al-Mttsyarakah lPafinership, Proiecl |in ncing Participaton)
Al- Musyarukuh merupakan akad kcrlasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan
usa-hatcrtcntu. Masing-masing pihak nrcmbcrikandana tau amal dengan kcsepakatan
bahut kcuntrngan atau risiko akrn dil-arggung bcrsama scsurr dcngan kcsepakatar. Dalam
praktik pcrbarkan ll-Mrl.yarakaft diaplikasikan dalam halpcmbiayan proyek. Nasabah
yalg dibialai dcngar bank sama-sama mcnycdiakan danauntuk melalsanakar proyek
tersebut. Kcuntungan dariprolek dibagiscsuaidcnean kesepakatan untuk bank setelah
terlebih dulu tncnScmbaiikan dana r ang clipakai nasabah. Al-Musyarakah dapat pula
dilakukan untuk kcgiatanin\ estasi seperli pada lcmhaga keuangan modalventum.
Seciua umum .Vlrqnra,tal terbagi menjad i drn jcnis ] aitu (M. S-rafi-iAntonio. 2001 :91):
a.,l,lrl.9tozkrrl pcmi likan
Yang dimaksud dcngan Musytrakah pcmilikan l aitu tercipta karena uarisan. wasiat,
atau kondisi lainnya l ang mcngalibatkdn pcmilik.ul satu asset oleh dua orang atau lebih.
dal'urt Mu.ryarukah ini, kepcmilikan cluaorang atau lebihberbagi dalam scbuah asct
nyatadan berbagi pula dari kcuntungan yang dihasilkirn asset ersebut.
b. Mus.yurakuh al,,ud
Yarrg dimaksud dengan tllu;yarahah ukad 
.t itilu lercipta dengall cara kcscpakatan di
nrana dua orane alau lcbih sctuju hahu a liup olang dari mereka membcrikan modal
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Musyarakah. Musyarakah akad terbagi men:adl al-'inan, al-mufawadhah, al-
a'maal,al-wuiuh, dan al-mudharabah.
2 . Al-Mudharabah (frust Financing, Trust lkNestment)
Al-Mudharabah menryakan akad kerjasama ntara dua pihak, dimana pihak peitama
menyediakan seluruh modal dan pilak lain menjadi pengelola. Keuntmgan dibagi menurut
kes€pakatan yang dituangkan didalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik
modal selama kerugian itu bukaa akibat dari kelalaian sipengelola. Apabila kerugian
diakibatkan kelalaian pengelol4 maka sipengelolalah yang bertanggungjawab.
Dalam praktiknya mudharabah terbagi menj adi 2(dua) jenis yaitu:
a trludharabahmuthlaqah
Mudharabah muthlaqah merupakan kerjasama ntax pihak pertama dan pihak lainnya
yang cakupannya luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan
daerah bisnis.
b. Mwlharabah muqalyah
Mudharabah muqayyah merupakan kebalikan dari mudharubbah muthlaqah dirnmta
pihak lain dibatasi oleh waktu spesif*asi usaha dan daerah bisnis.
3. Al-Mtza'aruh (Harvest-yield ptoJit Shoring
Al-Mwa'orah merupakankerj asama pengolahan peftaniarantarapemiliklahandengan
penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian teflentu dari hasil
panen- Dalam drmia perbarkan kasus ini diaplikasikasikan untuk pembiayaan bidang
platation atas das:ar bagi hasil Panen.
4. Al-Musaqah (Plantantion Management Fee Based on Certain Portion offield)
Al-Musaqah ad al\bagialf, dari al-muza'arah yaifi penggarap hanya bertarggungjawab
atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka
sendii. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen peflarLian.
Syarat dan Prosedur Perjanjian Pcmbiayat Al-Musyarakah
Syarat salnya ped anjian penbiayaanAl-Musyarutal yang dilaksanakan pada Prinsip
S.yan?, pada umunnya hampir sama dengan syalat-syalat sah Perjanjian kedit pada Perbankan
konvensional, dimana syamt-syarat umum untuk sebuah pembiayaal adalah:
l. Suat permohonan tertulis, dengan dilampiri proposal yang memual (antara lain) Gambaran
Umum Usaha, Rencana tau Prospek Usaha, Rincian dan Rencana Penggunaan Dar4 Jurnlah
Kebutuhan dan4 dan Jangka Wallu Penggunaan Dana.
2. Legalitas usaha, sepeti identitas dili (KTP/KK, Ketenngan domosili, data Jaminan) Surat
Akta PendiriarL/Anggaran Dasar Pemsahaar! Suat Izin Umum Perusahaan (SILIP dan Surat
Izinldolrmen perizinan lainnya), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
3. Laporal keuangan, seperti neraca dan laporan rugi laba, data persediaar temkhir, data
pe4jua.lan, dan fotokopi rckening bank
Dalam hal kerja sama dalain kegiatan usala f$ilfaft) mempunyai syarat umum yaitu:
1. Perserikatan itu merupakan hansaksi yalg boleh diwakilkan. Artinya, salah satu pihak
jika bertindaL hukum terhadap obj ek perseril<atan itu, dengan izin pihak lairq dianggap sebagai
wakil seluruh pihak yang benerikat.
2. Persentase p mbagiankeunhmganuntukmasing-masingpihakyang benedkatdijelaskan
ketita berlangstmg akad.
3. Keultungan itu diambilkan dari hasil labapenerikatanbukan dari harta lain.
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Bilamana pcrj anjian itu tidak memenuhi syarat yang dilentukan maka tidak akan diakui
oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak yang membuatnya. Selagi pihak-pihak mengakui dan
mematuhi pe{ anjian yang mereka buat, kendatipun tidak memenuh.i syarat-syaral ped anj ian itu
mulai berlaLrl antara mereka. apabila sampai suatu kotjka ada pihak yarg tidak mengakuiny4
sehingga menimbulkal sengketa, maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjial itu
batal.
Syarat dan prosedur perjanjian pembiayaan Al-Musyarakah padaPT. BPRS Sakai
Sambayan PNM, Natar Lampung Selatan, adalah sebagai berikut :
1. Pemilik dana (,tdrlbul maal) Bankhanyamendanai sebagian dari modal kebutuhail usaha
sehingga bersifat peny ertaar'(Joint fnance) pada usaha yang dianggap layak oleh bark.
2. Kesepakatar atas bagi hasil, yang dituangkan pada porsi nisbah (perbandingan bagi hasil)
tidak harus sama dengan perbandingan modal yang ada, tetapi berdasarkan atas mufakat
kesepakatan bersama
3. Risiko terhadap kemungkinan kerugian yang bersifat di luarj angkauan kemampuan usaha
(brce mayuare) ditarggung berdasarkan proporsional perbandingan modal antara pemilik
dana (Bark) dengan pengelola usaha (Nasabah/mitra) tetapi apabila kerugian karena danya
penyimpangankomitnen atau kelaiaian usah4l00 70 (serdtus persen) al(an menjadi tanggung
jawab pengelola usaha (nasabah/mitra).
Daxi uraian tersebut,,llr"t]larata&/syirkah bila dilakukan sebagai transaksi perbankan
atau dilakLrkan oleh lembaga pembiayaan tidak lain adalah usaha patung arJjoint |ehture dengal],
para mitralya terdiri dari bank atau iembaga pembiayaan dan pengusaha (nasabah). Pada
hakikataya pembiayaan Al-Musyarakah dapatlercipta dengan cara adanya suatu kesepakatan,
di mana dua orang atau lebih setuju bahwa bahwa tiap orang dad mereka memberikan odal
Musyarakah, kemttdianmereka sepakat dalam berbagi hasil keutungan dar kerugian sesuai
dengan Prinsip pembagian keuntungan dan kerrgian (profit and loss shating principle atal)
PLS) atau seperti yang istila mya digunakan oleh Undang-Undalg Perbankan adalah Prirsip
bagi hasil.
Keuntungan dibagi menurut proporsi ya.ng telah ditennrkan dan kedua pihak memikul
risiko kerugian frnancial yang akai ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah
disepakati sebelurmya. Prinsip-prinsip pokok syarat salurya Perjanjian Pembiayaan Al-
Musyaral,,ah dalanprakik Perbankan yang berdasarkan Prinsip Syariah pada umurnnya yaitu
berdasarkan dengan tidak mengenyampingkan asas Prudential Principle Banbingterhadap
proteksi pengamanan Bank. Tuj uan diberlakukamy a, Asds Prudential Princrple ini tidak lain
adalah agar Bank selalu dalam keadaan sehat.
Dengan demikiar! dapat dikatakan bahwa pemberlahEn syarat sah perjanjian pembiayaan
Al-Musyarakah berdasarkan prinsip syariah dalam rangka agar penbiayaai tersebut idak
bermasalah dimana perbaakan berdasarkan prinsip syariah diberlakukan dengan Prinsip Kehati-
hatian dan prinsip unuk mengenal nasabah yang dilakukan denga:r cara survei lapaigan oleh
pihak bark.
Hakdan Kewajiban para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan .4|-Musyarakah
Perj anj ian pembiayaan pada umumnya mulai bcrlaku yaitu pada saat ditandatanganinya
akadperjanjianpembiayaan oleh kedua belah pihak. maka seiak saat itu pr a akan timbul suatu
akibal hukun bagi masing-masing pihak yang membuat ped anj ian. Dimana Bank akan berubah
statusnya menj adi S&a hibul nal sedatgkat calon nasabah pengelola dana berubah statusnya
menjadt Mudharib. lhrburgan hularm yang lerjadi antara dua orang atau dua pihak berdasarkan
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atas pihak yang satu berhak rmtuk menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang laimya
berkewaj iban untuk memenuhi tuntutar tersebut, dimana kedua belah pihak berjanji untuk
melaksanakan sesuatu hEl.
l lak dan kewaj iban adalah dua sisi yang saling bertimbal balik dalam suatu tansaksi.
Hak salah satu pihak merupakan kewaj iban bagi pihak lain. Begihr pula sebaliknya, hak dan
kewajibar para pihak dalam Perj anj ian Pembi ayawrAl-Musyankahmencakup hal-hal berikut:
Hak dan kewaj ibar Si ahibul Maal (bank)
a. Bank berkewaj iban memberikan pembiayaan yang dibutulkan s€suai dengan porsi besamya
dana yang akan diseftirkan pada usaha nasabah ketika telah dinyalakan layak oleh pihak
bank
b. Bank berhak untuk masuk melakukan pengawasan opemsional usaha apabila dipandang
perlu oleh pihak pemiltkdna/Shahibul Maal (bnk)
c- Bark berhak mendapatkan realisasi atas bagi hasil pendapatan usaha sesuai berdasarkan
perbandingan Q.trisbah) yaog telah disepakati
Hak dan kewaj iban pengelola usaha,/nasabah @.4udharib)
a. Mudharib betkewajiban mengelola dana yang disertaka[ dengan mengacu pada rambu-
rambu kesepakatan atas usala yang akan dikelola sehingga proyeksi pendapatan usaha
akan dapat dan sesuai tercalisasi
b. Mudhafib berhakrnendapatkan dana sesuai sejwntah kebutuhan dana yang telah disepakati
diawal perjaniian
c. Mudharibberkewajiban memberitalbagi hasil sesuai denganperolehanusahayang tertuang
pada perbandingan (Nisbah) yang disepakati diawal.
Sebagai konsekuensi dari perjanj ian yang dibuat, maka antaxa paxa pihak melekat hak
dan kewajiban dan inilah yang menjadi tujuan utama diadakamya ped anjian tersebut. Bilamana
perjanjian itumemenuhi syaratyang diterfukan dalam Pasal 1320 Kl lHPdt, maka pedanjian itu
berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yag membuatnya. Artiny4 para pihak menaati
perjanj ian itu seperli menaati Undang-Undang, Perjarjianyang dibuat secara sepihakjika ingin
menarik kembali aiau membatalkan, harus melalui p€rsetujuan pihak lain.
Dalam pelaksana.n perj aqjian yang harus dipenuhi adalah prestasi, di mana para pihak
ditultut untuk sa.ling memenuhi satu sarna lain. Dengan demikian, kedua belah pihak bersepakat
untuk melaksanakan hak dan kewaj iban sesuai dengan isi perjanjian Hak darl kewajiban timbul
setelah adanya perjanj ian yang disepakati piha-piluk s€telah ditandalangani akta perjanj iar4 sej ak
itulah pulalah hak dan ke\rajiban berlaku.
Hak merupakan wewenang yang diberikan hukum kepada subj ek hukum yang dapat
berlaku pada setiap subj ek hak laiMya (hak mudak) dan dapat pula berlaku pada subjek hukum
tertentu (hak rclatiD. Hak-hak tersebut dibatasi oleh suatu kewajiban. Kewajiban itu merupakan
suatu hrgas yang dibebankan oleh hukum dan yang paling utama adalah kewajiban untuktidak
menyalahgunakannya. Para pihak dalam perjanjian harus benar-benar menjalanlan kewajiban
yang dibebankan dan menggunakan hakrya unhrk tidak menyalahi dari isi perj anj ian.
Hak dan kewaj iban pihak-pihak dalam PerjanjiatpembrayaanAl-Musyarakah secara
tegas dicanflunkan dalam klausula-klausula perjariian yang secara umum dapat digamba*an
bahwa para pihak berkewaj iban untuk menaati isi perj anjian yang telah dibuat dan disepekati
bersama sehingga kedua belah pihak dituntut unhrk saling memenuhi prestasi dan apabila salah
satu melanggar isi pedanj ian maka dapat dituntut dengan Pasal 3 65 KLlHPdt yang menyakkan
tiap perbuatan mclanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewaj ibkan omng
yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian terrbut
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Berakhirnys Perjanj i^t P eldbi^y ^aa A l-M usy q ru ka h
Perjanjian pembiayaan Al-Musyaftkah dapat dikatakan berakhir apabila Mudharib
(pengelola usaha,/nambah) telah melaksanakan semua kewaj ibannya lerhadap Shahibul Maal
(pemilik danatsank) dengan baik dan benar. Dengan demikian Slraii bul Maal mernbebwkarl
Mudharib dui segalattntttan yang diakibatkan oleh perj anj ian pembiay aat Al-Musyankah,
Suatu akad dapat dikatakan berakhir apabila telah tercapai tujua.nnya.
Ketentuan Penyebab emkhimya suatuperjanjian terdapat di dalam Pasal l38l KUHP&
Dalam akadjual-beli misalny4 akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah
milik kepada pembeli dan harganya telah rnenjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan
WfiarygongarL (kafalah), akad dipandang telah berakhir apabila utang lelah dibayar. Selain
relah tercapai tujuanny4 akad dipandang berakhft apabilatetladifasakh (p€mbalalan) alau
telah berakhir waktunya. Beralihimya suatu peijanjian terjadi dikarenakan beberapa hal:
I . Telah lampau waktu.
2, Telah tercapai tujuannya.
3. Dinyatakan berhenti.
4. Dicabut kembali.
5. Diputuskan oleh hakim.
Perjanj ian pembiayaan AI - Musy arakah zkan bemkhir apabila:
a. Habisnyaj angka waktu pembiayaan yarg telahj atuh tempo dan disepakati salah satu atau
kedua belah pihak tidak untuk memperpaqiang kontrak usaha bersama.
b. Atas keputusan Slaribul llaal gnmihkdantsank) apabila dipandang adanya penyimpangan-
p€nyimpangan komitrnen usaha dan pemilik dana (Bank) menarik kembali sejumlah dara
yang dis€rlakal
Perbarkan berdasarkan Prinsip,Syariai harus menjalarkan kegiatamya berdasarkan
Hukum Islaln, Dengan demikiaq menurut hubungan yang t€rj adi antara pihak Bark dan nasaba\
harus didasa*an pada q/oiat Islam. Apabila terj adi perselishar pendapal baik da.lam penafsiran
nanpun datran pelaksanaan isip€rjanj iaA kedua b€lah pihak akan benualn menyelesaikan secara
musyawarah beldasarkan syar iat IsIam,
Maka tidak dapat dipungkiri apabila ada kemungkinan perselisihan seperti tu terjadi
dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalarn kehidupan dunia ekonomi pada saal iri, haruslah
diantisipasi dengar cerrbat Untrk menganlisipasinya kemungkinan teN€but. Terjadinya k€adaaan
seperti itu dalam Pefta*an berdasarkan Priruip Syaria& serta para perygunajasanya manyadari
bahwa perselisihan tersebut harus diselesaikan denganj alan musyawarah berdasarkan J).,r/iat
Islarr
Upaya penyelamalan atau penyelesaian kedit yang bermasalah di PT. BPRS Sakai
Sambayan PNM Natar, Larnpung Selatan, dapat dilakukan penyelamatan krcdit oleh pihak
Bank sehingga tidak akan menimbulkan kerugian, penyelarnatan lrcdit tersebut dapat dilakukan
dengancara:
l. Penjadwa.lan kembali (Rescheduling\,y6tuWnrbahan syarat kedit yang hanya menyangkut
jadwal pembayaran dar/atau jangkaraktunya.
2, Persyaratan kembaliL (Reconditioning),yainperubahan sebagian atau s€luruh syarat kedit,
yang tidak terbatas hanya kepada perubahan j adwal pembayaran, jangka waktu dar/atau
persyaratan lainnya sepaqjang tidak menyangkut perubaian maksimum saldo kedit.
54 PRANAT'A IIaKUM Volume 5 Nomor I - Januari 2010
3. Penataan kembali (n esbucturihg),yd'lnwrubahan syarat-syarat kedit yang rnenyangkut
perubahan dana Balt konversi seluruh aiau sebagian da kedit menjadi p€nyertaan dalam
perusahaan. yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kemball
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